
            

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 72 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SRAGEN, 

 
Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2016tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja DaerahKabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015. 

 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

SALINAN 



Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 



tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

20. PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan PemanfaatanInsentifPemungutanPajakDaerah dan 

RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 



21. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 

tentangStandarAkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533); 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 7); 



31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Nomor 8); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 1); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 

2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 2); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2014 

tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

KabupatenSragenTahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah 

KabupatenSragenTahun 2014 Nomor 16); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2015 

tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 

KabupatenSragenTahunAnggaran 2015 (Lembaran Daerah 

KabupatenSragenTahun 2015 Nomor 5). 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor4 Tahun2016tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun2016Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN ANGGARAN 2015 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.267.711.820.479,00  

b. Dana Perimbangan Rp.1.154.055.980.941,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang SahRp.602.289.623.470,00 

 Jumlah Pendapatan Rp.2.024.057.424.890,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 



1) BelanjaPegawai Rp.1.027.920.943.126,00 

2) BelanjaHibah Rp.50.527.725.400,00 

3) BelanjaBantuanSosial Rp.20.188.850.000,00 

4) BelanjaBagiHasil Rp.   886.689.390,00 

5) BelanjaBantuanKeuangan Rp. 184.725.277.577,00 

6) BelanjaTidakTerduga Rp.813.080.000,00 

Jumlah a. Rp.1.285.062.565.493,00 

b. BelanjaLangsung 

1) BelanjaPegawai Rp.49.595.729.034,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.376.112.645.802,00 

3) Belanja Modal Rp.324.140.892.998,00 

Jumlah b. Rp.749.849.267.834,00 

 Jumlah Belanja (a. dan b.) Rp.2.034.911.833.327,00 

     Defisit (Rp. 10.854.408.437,00)0 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Rp.256.275.363.916,00 

b. Pengeluaran Rp.10.300.000.000,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto Rp.245.975.363.916,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan .......................... 

...............................................................  Rp.235.120.955.479,00 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 pada Lampiran I Peraturan BupatiSragen ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 5 



Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Sragen ini. 

 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sragen. 

 

 

Ditetapkan di Sragen 
pada tanggal 6 - 9 - 2016 tember011 

BUPATI SRAGEN, 

 
                                                                       TTD dan CAP 

 
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

Diundangkan di Sragen 
pada tanggal 6 - 9 - 2016 September 2011 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SRAGEN, 

 
 

TTD DAN CAP 
 

TATAG PRABAWANTO B. 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016011 
NOMOR 72 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 
Setda Kabupaten Sragen, 

 

 
JULI WANTORO, S.H., M.Hum. 

Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19660706 199203 1 010 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


